MA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1019 vAHUN 2019

TENTANG

FEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHPFAL AL MANSURIYAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kupa
LA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimn
Ang madrasah yang

lalui organisasi
sesual dengan

4. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
h"'l'llltllu. perlu memberikan kesempatan masyarakat me
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
Standar nasional pendidikkan;

B bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
telah - memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya sesual dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
r_'““u'ﬂ- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Hekasi Nomor 2410/Kk.1021/PP,00/03/2019 tanggal 20 Maret 2019
dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Nomor 0274 /NDIPM /2019 tanggal 8 Juli 2019 sehingga layak diberikan
l2in npﬂrﬂﬂi“ﬂﬂl;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
A dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian [zin
Operasional Raudhatul Athfal Al Mansuriyah Kota Bekasi;

Men : .
gingat - L. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(E.cmburun Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang (mm ‘mngfhan
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hmlu!aan dgﬂ
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubhlf lndﬂneafn
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indﬁpcam
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerfntah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

« Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan  di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
KRebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Rompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik 1 _
2008 Nomor 11); ' ndonesia Tahun

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 . |
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam mﬁtﬁﬁr}g‘ga |
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana tﬂa;
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentan,
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 mn:lng
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam .::
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ﬁaq)f‘

13, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tent | R on
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Beﬂmw Rn;i dl' Imﬁ'
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); BN

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentan
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesie '4‘% S
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

15, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);
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Metietapkan
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KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL MANSURIYAH KOTA BEKASI.

PENDIRIAN

Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Atl}ful
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang

bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada
Repala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan Jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan  pemenuhan standar pendidik dan tenaga

kependidikan: dan /atau

b, E‘;“F{ﬂ;il-lkﬂn pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada
AP Paud dan PNF Sesual ketentuan peraturan perundang-

undangan,

LE:‘I:I g:‘;tp?fkﬂf‘lhﬂngan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
minimal : . II{ILDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
ey .P -n}’t? Enggaraaq pendidikan dan/atau hasil akreditasi

salmana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat

minimal C, maka izin operasi : .
Diktum KESATU tetap btﬁak:mn&l g5y, dimaksud dalam

Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan dj Bandung
pada tanggal 15 Jul; 2019
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REMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FIAGAM 121N OPERASIONAL MADRASAH
Notner  O274/1PM20189

Diberikan kepads

:.:":“ Madrasal RALUDHATUL ATHEAL AL MANSURIYAH
- K PARUARAN

DesaWal ST JATIMLIRNI
: a2 e PONDOKMELATI

Mhupaten ot KOTA BEKASI
Frovine IAWA BARAT
:::W;'mmum Madrasal YAYABAN Al MANSURIYAH AL AZIZIYAH
Pea © Notans Penyelsnggara  © NO, 203 DESRA NATASHA WN. SH.MKN

uesahan Akie N Werie AHU-0021987 AH.01.12 TANGGAL 30 NOVEMBER 2018

Dengan Nomeo Statiatik Madrasah (NESM)

Bandung, 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHDRI
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